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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 62A TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADIMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur dalam Peraturan
Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan Dan Adiministratif Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

. bahwa dengan adanya perubahan kemampuan keuangan

daerah, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan
disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 45
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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12.

13.

14.

15.

H

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Pengelolaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45195);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1400),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 15);
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Padang Nomor 67);

18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang
Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

™ Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 45) diubah sebagai berikut ;

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah kategori sedang.
(2) Gaji pokok Walikota adalah sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu
rupiah) per bulan.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

7~ Pasal 9

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan komunikasi intensif
setiap bulannya ditetapkan 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD atau
sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Pembebanan pajak Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana pada ayat
(1) ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses setiap kali
melaksanakan reses, yang besarnya ditetapkan 5 (lima) kali uang representasi
Ketua DPRD atau sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu
rupiah).

(2) Pembebanan pajak Tunjangan reses sebagaimana pada ayat (1) ditanggung
oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.

(3) Selain diberikan tunjangan reses, kepada Pimpinan dan anggota DPRD
diberikan biaya penunjang reses yang dianggarkan pada Sekretariat DPRD.
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4. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 25

(1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan dana operasional.
(2) Besarnya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan:
a. ketua DPRD sebanyak 4 (empat) kali uang representasi atau sebesar
Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan

b. wakil ketua DPRD sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali uang representasi
atau sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu puluh ribu
rupiah). -

(3)Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua
biaya lumpsum; dan

b.20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional
lainnya.

(4)Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan, ketentuan
pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak digunakan sampai
dengan akhir tahun, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas
umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran

o~ berkenaan.

(5)Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi,
kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan
asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tartgeal & MeQwmesr 2017

Diundangkan di Padang
pada tanggal ©MNovewmbtr 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR &2 /A



